SALINAN

WTTR

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Menimbang

Mengingat

DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

: a. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Wali

Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan
dan Penataan Reklame sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame, meyebutkan
setiap pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar tahapan
Kampanye Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah
dikenakan pajak reklame dan diberikan barcode sesuai
ketentuan perundang-undangan, dan tata cara pemungutan
pajak reklame diatur tersendiri dalam Pertuan Wali Kota;

.bahwa ketentuan mengenai besaran tarif pajak reklame

pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar tahapan Kampanye
Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah belum diatur
dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam
Wilayah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam
Wilayah Kota Samarinda, sehingga perlu mengubah Peraturan
Wali Kota dimaksud,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor
44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan
Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
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Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor
3);

. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam
Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun
2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam
Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun
2013 Nomor 8);

. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame (Berita
Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34
tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan
Reklame (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor
424).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda
(Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan
Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota
Samarinda Tahun 2013 Nomor 8), ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2
(1) NSR dihitung berdasarkan:

a. NJOPR; dan
b. NSPR.

(2) NSR sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh
orang pribadi atau badan.

(3) Untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar tahapan Kampanye Pemilihan
Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, besarnya perhitungan NSR dikurangi 50%
(lima puluh persen).

Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 19 Juni 2023
WALI KOTASAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 430

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
KepalaBagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19680119 198803 1 002




